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TERTINGGI GUNUNGKIDUL, TERENDAH KULONPROGO

7.001 Penerima Manfaat PKH Terindikasi Judol

YOGYA (MERAPI) - Dinas Sosial Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghenti-
kan sementara penyaluran bantuan bagi 7.001
penerima manfaat Program Keluarga Harapan
(PKH) yang terindikasi terlibat praktik judi on-

line (judol).

Kepala Dinas Sosial DIY
Endang Patmintarsih me-
nyampaikan, penghentian
sementara penyaluran ban-
tuan bagi penerima manfaat
PKH yang terindikasi terli-
bat judol dilakukan berda-
sarkan data dari Pusat Pe-
laporan dan Analisis Tran-
saksi Kewangan (PPATK).

"Itu sementara kita ber-
hentikan. Kebijakan Kemen-
terian Sosial, hasil dari data
dari PPATK, lalu kita cek la-

Minggu (16/11).

Menurut data yang diteri-
ma Dinas Sosial DIY, peneri-
ma manfaat PKH yang
terindikasi terlibat judol pa-
ling banyak ditemukan di
wilayah Kabupaten
Gunungkidul, yakni se-
banyak 2.397 orang peneri-
ma manfaat. Selain itu, ada
1.711 orang penerima man-
faat PKH di Kabupaten
Bantul, 1.106 orang peneri-
ma manfaat di Kabupaten

manfaat di  Kabupaten
Kulonprogo yang terindikasi
terlibat judol.

Endadg mengatakan, di-
nas sosial tingkat kabupa-
ten/kota akan menyam-
paikan informasi kepada pe-
nerima manfaat PKH yang
menghadapi penghentian se-
mentara bantuan karena
dinilai terindikasi terlibat
perjudian online.

Karena temuan PPATK
hanya didasarkan pada data
nomor induk kependudukan
dan nomor rekening, ia
melanjutkan, verifikasi akan
dilakukan depgan bantuan
dari pendamping PKH di li-
ma kabupaten dan kota un*
tuk memastikan indikasi
keterlibatan penerima man-

* penerima

ga yang masuk dalam daftar
penerima manfaat PKH yang
terindikasi terlibat judol un-
tuk menyampaikan klari-
fikasi. "Ketika tidak ada pen-
jelasan, tidak ada komplain,
ya sudah berarti memang ini
benar," ujar Endang.

Endang menyampaikan
bahwa dalam banyak kasus
temuan indikasi keterlibatan
manfaat PKH
dalam praktik judol, pelaku
judol tidak selalu warga yang
terdaftar sebagai penerima
bantuan sosial dari pemerin-
tah. "Istrinya mungkin eng-
gak judol, tapi yang judol
suaminya atau anaknya.
Kan sama saja, mereka me-
makai itu untuk judi.
Walaupun dia tidak meng-

Kalau terbukti meman-
faatkan bantuan dana dari
pemerintah untuk aktivitas
ilegal seperti judol, ia menga-
takan, maka penerima ban-
tuan dinilai tidak lagi layak
menjadi penerima manfaat
program bantuan sosial pe-
merintah. "Ketika itu digu-
nakan untuk judol, berarti
memang dia tidak perlu ban-
tuan. Masa kita, pemerintah
membantu untuk dia judi,”

katanya.
Endang menyampaikan
bahwa pemerintah

enyalurkan bantuan sosial
kepada warga yang membu-
tuhkan agar mereka bisa me-
menuhi kebutuhan dasar.
"Pemerintah maunya mem-
bantu untuk kebutuhan

gi untuk data tersebut,' Sleman, 938 orang penerima faat PKH dalam praktik judol akui, tapi ternyata terbukti, dasar dia, lalu diberdayakan
katanya yang dilansir dari manfaat di Kota Yogyakarta, Pemerintah juga memberi- yang judol adalah keluarga lagi secara ekonominya," ka-
Antara di  Yogyakarta, dan 849 orang penerima kan kesempatan kepada war- dia," jelasnya. ta Endang. *)-d
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